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ABSTRAK

Hak kebebasan berserikat merupakan salah satu bentuk dari 1AM yang dijamin dan
dilindungi dalam konstitust di Indonesia, Sebagaimana vang dinvatakan dalam Pasal 28 © avat
(3} UUDNR]D Tahun 1943, Salah sstu bentuk pelembagaan sebapai perwujudan dari  hak
kebebasan bersenkat dalarm masyarakat yvang demokrasi adalabh partai politk, Parta politik
sceara umum dapat diariikan sebapa sualu orgamsasi vang dibentuk oleh sekelompok warga
negara secara sukarela tanpa adanva unsur paksaan oleh pihak manapun atas kesamaan
kehendak dan cita-cita untuk memperjoangkan dan membels kepentingan politik angzola,
masyvarakat, bangsa dan ncgara. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia paniai politik
mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting. Oleh karena o hares ada sisalu ateran
hukum yang mengatur tentang keberadaan parai politik. Pengaturan tentang partai politik ini
sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik,
namun  menjelang Pemilu Tahun 2009 ketentuan-ketentuan vang teedapat dalam Undang-
Undang Momor 31 Tahun 2002 tersebut sudah tidak berlaku lagi dan telah dicabut berdasarkan
Pasal 52 Undang-Undang Nomaor 2 Tahun 2008, Maka pada saat ini pengaturan tentang partai
polittk diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partar Politik. Yang jadi
perumusan masalah disini adalah bagaimana peran negara dalam menjamin hak kebebasan
berserikat warga nepgara pada partai politik di Indonesia menurat Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tenlang parlal politik, bagmmana fungs pariai politik sebagai salah satu bentuk
perwujudan hak kebebasan berserikat dalam negara demokrasi di Indonesia. serla apa akibal
hukum vang ditimbulkan setelah pembubaran partai pelitik di Indonesia,

Metode pendekatan vang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, vait
supte jenis penelitian vang didasarkan pada literatur-literatur kepustakaan atau penclitian
terhadap asas-asas hukum dan selanjutnya diolah dengan mengegunakan analisa induktif dan
kualitatif

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberadaan partai politik dalam negara
demokrast khususnya i indonesia sangal penting sckali, karena partal politiklah vang
pertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan Keputusan bernegars yang
menghubungkan antara warga nepgara dengan institusi-institusi kenegaraan, Adapun saran
vang ingin disampaikan penulis adalah hendaknya dibuat suatu aturan hukum vang mengatur
tentang akibat-azkibat vanp ditimbulkan setelab sebuah partai politik dibubarkan, Ini berguna
agar ada suste kepastian hukum dan agar hak-hak serta kewajiban yang ditimbulkan setelah
pembubaran tersebut dapat disclesatkan dengan batk tanpa harus meragikan salah satu pihak
atan kelompok.,
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BABT

PENDAHULLUAN

A, Latar Belakang

Manusia sebagal makhluk ciptaan Tuban Yang Maha Fsa dikaruniai seperangkat hak
untuk menpanin barkat dan martabal serla Kelangsungan hidupnyva, vakni Hak Asest Manusio
{HAM) vang bersifat universal dan kekal, sehingga harus dilindungi dan dipertahankan.’ Pada
hakekatnva HAM terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental. yaitu hak persamaan dan
hak kehebasan, Membicarakan HAM berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia.
HAM ada bukan karena dibenkan oleh masyarakat dan jupa bukan diberikan berdasarkan
kebaikan negara melainkan berdasarkan marlabatnya sebagal manusia. HAM merupakan hak
vang melekat dengan kuat dalam diri manusia yang keberadaannya divakini sebapai bapian
vang tidak terpisahkan dari kchidupan manusia, oleh karena v HAM patut memperoleh
apresias] secars positif,

Pada awalnya FEAM berkembang di Inggris ditandai dengan lahimya Magng Charta
pada tahun 1215 vang mencanangkan bahwa raja yang tadinva memiliki kekuasaan vang
abselul (raja vang menciptakan hukum tapi ia tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi
kekuasaanys dan mulai dapat dimintal pertanggungjawabannya di muka umum. Dart sinilah
lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi dan mulai berangpung jawab kepads hukum.
Lahimya Magna Charta ini kemudian diikuti oleh perkembangan vanpg konkrit dengan

labarnya Bill Of Rights di Inggris pada tabun 168%, Pada masa itu timbul adagium yang intinya

"Sehagaimana dijelaskan dalam Pasal | aval {10 UU No. 39 Tahun 1999 temtange FLAM vang menielaskan
bahwa HAM it adalal; Seperangkal bak yang melekat pada hakekat dan keberadasn manusia sebopgai makhluk
Tuban Yang Maha Esi dan merupakon anugerah-Nya vang wajib dihormati, dijunjung tingei dan dilindungi aleh
nzgara, lukum, pemerintahan dan setiap orng demi kehormaten serma perlindungan arkal dan martabat manosia.




sdalah bahwa manusia sama di muka hukum (eguality before the low) Adwgiom ind
memperkuat dorongan timbulnya negara hukam dan demokrasi. Bill OF Righes ini melabirkan
asas persamaan. Perkembangan HAM selanjutnyva ditandai dengan munculnya The American
Declaration OF Independence yang mempertegas babwa manusia aduluh merdeka scjak di
dalam perut tbunya, selnngea tdaklah logis sesudah ia lahir ia harus dibelenggu. Selanjutaya
pada tahun 1789 lahirlah Vhe French Declaration di Perancis vang lebih dikenal dengan
istilah Dwroits D1 Home Et Du Ciroyen oleh Lavayete merupakan satu pernvataan vang
cerisikan kemenangan rakyat Perancis dan kekwvasaan raja absolut, Isi mukadimah dari
deklarasi tersebut vang terkait dengan HAM adalah hak-hak vang dimiliki manusio menurat
codratnyva vang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya dan karena itu bersifat suci, dimana
cada saat itu kerajaan Louis yang ke-XV1 runtuh dan berdirilah Republik.

Perkembangan HAM tidak berhenti sampai di sana saja pada tahun 1948 Amenka
membeniuk suatu organisasi negara-negara Amerika lewar kesempatan Chavter Bogom 1948,
Dzlam  Deklarast Chili 1939 ditegaskan kembali bahwa negara-nepara Amerika akan
memasukan HAM dalam konstitusinya pada tabun 1948, pada sast itu diselenggarakan
wonferensi negara-negars Amerika ke-9 telah disewjui pela America Declaration The Rights
arud Dhefies COfF Mon,?

Semua hak-hak asasi ini setelah perang dunia kedua (sesudab Hitler memusnahkan
cerjuta-jula manusia) dijadikan dasar pemikiran untuk melahitkan romusan HAM vang
sersifal universal, vang kemudian dikenal dengan Universal Decloration OF Human Righes
- DHRE) yang diciptakan oleh Perserkatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, yang
Zidalamnya memuat 30 pasal tentang pengakuan dan perlindungan terbadap HAM, DN sini

Zzpat kita simpulkan bahwa ke-30 pasal vang termus dalam Deklarasi Universal Hak Asasi

“nipwww ham.po.id/spt sejarah.ssp. Sejarah Hak Asasi Maomsia, diakses tanggal 18 Apsil 2008,



BAR IV
PENUTUP

A. Kestmpulan

1.

Megara secara umum dapat diartikan sebagal suatu organisast manusia yang dipimpin
oleh suata kekuvaszan vang memiliki wilavah, rakyvat vang hidup secara teratur dan
mempunyai pemerintahan yang berdaulat serta diakui keberadaanva oleh negara lain.
Dalam menjalanksan suvatu negars harus ada nilai-nilal atay aturan-sturan vang
dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh rakyvatnya agar terciptanya suatu ketentarman hidup
datarn masvarakat berbangsa dan bernegara, Afuran-aluran iniluh yang disebut schagai
komnstitusi. Konstitusi merupakan suatu dasar hukum tertinggi dalam menjalankan sustu
negara, [ Indonesia konstitusi atau aturan hukum tertingginya adalah DUENRI
Tahun 1945, (Meh karena itu setiap tindakan-tindakan vang akan dilakukan oleh
negara dan warga negara tidak boleh berteptangan dengan UUDNRI Tahun 1945,

Adapumn secara keselwuban negara mempunyai peran sebagai pelavan bagi
rakyatnya, fungsi pelayanan yang paling dasar adalah pemberian rasa aman, Negara
menjalankan fungsi pelayanan Keamanan bagi seluruh rakvamya agar rakvat mernss
aman dari segala bentuk ancaman baik vang datang dari dalam mavpun dari luar,
Selain itu negara juga berfungsi untuk menjopa atan menciptakan ketertiban wmum
dalam tatanan kehidupan berbanpsa dan bernegara serta negara juga barus bisa menjadi
lempat uniuk rakyatnya memperoleh suatu keadilan vaitu melalui lembaga-lembaga
peradilan. Maka untuk dapat mewujudkan itu semua negara mempunyvai kewenagan
untuk menciptakan suatu aturan bukum yang dapat mengikal wargs negaranya secara

kesclunihan dalam menjalankan hak dan kebebasanva. Sebagaimana vang dinvatakan
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